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BAB IV 

ANALISIS KRITIS  PEMIKIRAN 

 MUHAMMAD SA’ID AL-ASMAWI TENTANG HIJAB 

A. Kelebihan Pemikiran  Muhammad Sa’id Al-Asmawi Tentang Hijab 

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa Muh{ammad Sa‘i>d al-Ashma>wi> 

dalam memformulasikan pemikirannya tentang h{ija>b didasarkan pada landasan-

landasan metodologis yang dalam khazanah kajian tafsi>r dan hukum Islam dipakai 

untuk  menggali kandungan hukum dalam al-Qur’a>n dan h{adi>th, yakni asba>b al-

nuzu>l, us{u>l fiqh, prinsip kebebasan dalam Islam dan kehujjahan h{adi>th, yang 

kemudian ia menyimpulkan bahwa h{ija>b merupakan ketetapan hukum yang tidak 

pasti (qat{‘i>), temporal, dan bahkan hanya merupakan simbol politik, bukan 

kewajiban agama. Menurut al-Ashma>wi> yang wajib secara permanen adalah 

kesopanan dan tidak menampakkan perhiasan, karena h{ija>b yang sesungguhnya tidak 

terkait dengan mode pakaian tertentu, tetapi terkait dengan pengendalian diri dari 

syahwat dan dosa. 

Bila dibandingkan dengan pemikiran h{ija>b yang ditetapkan oleh para ulama’, 

maka pemikiran al-Ashma>wi> sangat kontroversial dan tidak ada yang 

menyerupainya, bahkan bila dibandingkan dengan konsep pemikir liberal semisal 
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Qa>sim Ami>n, dan Muhammad Sahrur.1 Namun demikian, sebagaimana ulama’ 

lainnya, al-Ashma>wi> mendasarkan kajiannya tentang h{ija>b pada al-Qur’a>n (surat al-

Ah{za>b/33: 53, 59 dan surat al-Nu>r/24: 31) dan h{adi>th Nabi Muh{ammad saw. 

Kontroversial pemikiran al-Ashma>wi> tersebut, tidak lain karena kerangka 

metodologis yang dipakainya dalam menggali hukum dari ayat al-Qur’a>n dan h{adi>th 

tentang h{ija>b tidak sama dengan yang dipakai oleh kebanyakan ulama’ pada 

umumnya. Kebanyakan ulama’ dalam menafsirkan ayat lebih mengedepankan 

keumuman teks dari pada kekhususan asba>b al-nuzu>l, sedangkan al-Ashma>wi> lebih 

mengedepankan asba>b al-nuzu>l, karena merupakan prasyarat utama untuk bisa 

memahami dengan tepat dan benar terhadap kandungan ayat dan h{adi>th Nabi saw.  

Menurut hemat penulis, apa yang dilakukan oleh al-Ashma>wi> adalah sebuah 

ijtihad kontemporer untuk merumuskan cara pemahaman yang tepat dan benar 

dalam menggali hukum dari al-Qur’a>n dan h{adi>th  untuk merespon perkembangan 

situasi sosial dan peradaban manusia. Apalagi dalam ilmu-ilmu keislaman, persoalan 

metodologi tafsi>r dan us{u>l fiqh merupakan ilmu yang tidak sakral dan tidak pasti, 

1 Qa>sim Ami>n menolak penerapan h{ija>b dalam arti ketertutupan karena dianggap sebagai bentuk 
restriksi yang memberatkan eksistensi peran kaum wanita, bahkan dianggap sebagai bentuk 
perbudakan yang sangat dalam dan mengerikan; tetapi ia tetap mengakui kewajiban h{ija>b dalam arti 
menutup seluruh badan selain wajah dan kedua telapak tangan. Lihat Qa>sim Ami>n, al-Mar’ah al-
Jadi>dah (Mesir: Mat{ba‘ah al-Sha‘ab, 1993), 156, 169. Sedangkan Muh{ammad Sahrur berpendapat 
bahwa pakaian perempuan hendaknya bergerak antara batas minimal (al-h{ad al-adna>), yaitu menutupi 
anggota tubuh perempuan yang tergolong juyu>b atau zi>nah makhfi>yah (bagian antara payudara,  
bagian bawah payudara, bagian bawah ketiak, kemaluan dan kedua pantat), dan batas maksimal (al-
h{ad al-a‘la>), yaitu pakaian perempuan hendaknya tidak sampai menutupi wajah dan kedua telapak 
tangan. Lihat Muh{ammad Sahrur, al-Kita>b wa al-Qur’a>n: Qira’ah Mu‘a>s{irah (t.t.: t.p., t.t.), 607, 610. 
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sehingga selalu terbuka untuk diperbaharui dan diijtihadi.2  Dengan demikian, tidak 

berlebihan jika al-Ashma>wi lebih mengedepankan sebab turun ayat daripada 

keumuman teks ayat (al-‘ibrah bi khus{u>s{ al-sabab la> ‘umu>m al-lafz{), meskipun 

kebanyakan ulama' lebih mengedepankan keumuman teks ayat (al-‘ibrah bi ‘umu>m 

al-lafz{ la> bi khus{u>s{ al-sabab). 

Islam sangat menghargai bentuk usaha pencarian hakikat hukum sesuatu, 

yang kemudian dikenal dengan istilah ijtihad.3 Dalam kaitan ini, Nabi saw. bersabda: 

4 َ فَ  دَ هَ تَ اجْ فَ  مُ اكِ حَ الْ  مَ كَ حَ ا إذَ  َ طَ خْ أَ  مَ ثُ  دَ هَ تَ اجْ فَ  مَ كَ احَ إذَ وَ  انِ رَ جْ أَ  هُ لَ فَ  ابَ صَ أ دٌ احِ وَ  رٌ جْ أَ  هُ لَ فَ  أ  

“Apabila seorang hakim berijtihad, lalu benar, maka ia memperoleh dua 

pahala; dan bila berijtihad, kemudian salah, maka ia mendapat satu pahala.”  

Dalam konteks inilah, pemikiran al-Ashma>wi> tentang h{ija>b dapat “ditolerir”. 

Ia telah berusaha memberikan pemahaman yang tepat tentang h{ija>b dan 

menetralisirnya dari legitimasi kelompok-kelompok politik atas nama agama, dan 

klaim-klaim kafir bagi mereka yang tidak mau memakai h{ija>b. 

Dari aspek inilah penulis melihat sisi positif pemikiran h{ija>b al-Ashma>wi>. 

Kontroversial pemikirannya, telah mampu membangkitkan kesadaran baru para 

pemikir Islam untuk melakukan kajian kembali bagaimana sebenarnya pandangan 

Islam tentang h{ija>b (pakain yang menutupi seluruh tubuh selain wajah dan kedua 

2 Ami>n al-Khu>li>, Mana>hij al-Tajdi>d fi al-Nah{w wa al-Bala>ghah wa al-Tafsi>r wa al-Adab (Beirut: Da>r 
al-Ma‘rifah, 1961), 2. 
3 Ijtihad adalah mencurahkan segala upaya untuk mengetahui hukum shara’. Lihat Wahbah al-
Zuh{ayli>, Us{u>l Fiqh al-Isla>mi, vol. 2 (Beirut: Da>r al-Fikr, 1986), 1038. 
4 Muslim, S{ah{i>h al-Muslim, vol 2 (t.t.: Nur Asia, t.t.), 62. 
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telapak tangan: jilba>b) yang selama ini diklaim sebagai pakaian Islami, adakah 

relevansinya dengan era globalisasi, dan emansipasi wanita sehingga harus 

dipertahankan, atau sebaliknya, dan karenanya konsep al-Ashma>wi> bisa diterima, 

karena lebih fleksibel terhadap tuntutan zaman tanpa harus kehilangan nilai 

kesopanan dan kesalehan diri yang selalu dijaga dari syahwat dan dosa. 

B. Kekurangan Pemikiran  Muhammad Sa’id Al-Asmawi Tentang Hijab 

Di samping mempunyai nilai positif, pemikiran al-Ashma>wi> tentang h{ija>b, menurut 

penulis juga banyak mempunyai kekurangan, karena secara epistemogis atau 

metodologis, ia banyak memilih metode-metode yang di kalangan mayoritas ulama 

dinilai marju>h{ (lemah).  

Al-Ashma>wi> dalam memahami ayat-ayat tentang h{ija>b (surat al-Ah{za>b/33: 

53, 59; dan al-Nu>r/24: 31), terlalu memprioritaskan sebab turun ayat (asba>b al-

nuzu>l), dari pada keumuman teks ayat. 

Menurut hemat penulis, hal itu merupakan cara yang tidak tepat dalam 

memahami dan menggali hukum yang terkandung dalam al-Qur’a>n, sebab membuat 

ketetapan hukum-hukumnya menjadi bersifat temporal dan tidak pasti, karena 

bergantung asba>b al-nuzu>l  yang bersifat lokal dan temporal. Hal ini, menurut 

penulis, paradoks dengan karakter hukum Islam bersifat universal, meliputi seluruh 

alam tanpa tapal batas, tidak dibatasi pada daerah tertentu, seperti ajaran-ajaran nabi 

sebelumnya. Ia berlaku bagi orang Arab, dan ‘Ajam (non Arab), kulit putih dan kulit 
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hitam, para isteri nabi saw. dan kaum wanita mukminah yang lain; dan dinamis, 

cocok untuk setiap zaman atau s{a>lih{ li kulli maka>nin wa zama>nin.5 Sebagaimana 

firman Allah SWT. dalam surat Saba>’/34 ayat 28: 

يعَْلمَُونَ  كَافَّةً لِلنَّاسِ بشَِيرًا وَنذَِيرًا وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لاَ  لْناَكَ إلاَِّ وَمَا أرَْسَ 

“Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia 

seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, 

tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui.”6 

Sikap al-Ashma>wi> ini juga berlawanan dengan Jumhur Ulama’ yang dalam 

menafsirkan ayat lebih mengedepankan keumuman teks ayat (al-‘ibrah bi‘umu>m al-

lafz{) - sebagaimana dilakukan oleh para sahabat dan para mujtahid - karena esensi 

shari‘ah Islam adalah universal. Misalnya ayat tentang hukuman bagi pencuri (al-

Ma>’idah/5: 37)7 yang diturunkan berkaitan dengan sebab adanya seorang wanita 

yang mencuri, Jumhur Ulama’ memahami dan memberlakukannya secara universal 

untuk semua kaum laki-laki dan perempuan yang mencuri, tidak hanya untuk 

seorang wanita tersebut.8 

Walau demikian, memang ada sebagian ulama yang lebih memilih 

mengedepankan kekhususan asba>b al-nuzu>l  daripada keumuman teks ayat(al-‘ibrah 

bi khus{u>s{ al-sabab la> bi ‘umu>m al-lafz{), tetapi ini merupakan pendapat yang tidak 

5 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam  (Jakarta; Logos Wacana Ilmu, 1997), 49. 
6 CD Program al-Qur’a>n 
ُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فاَقْطَعوُا أيَْدِيَ  7 َّဃَو ِ َّဃ َهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَباَ نكََالاً مِن  
8 Muh{ammad Ali al-S{a>bu>ni>, al-Tibya>n fi> ‘Ulu>m al-Qur’a>n (Beirut: ‘A<lim al-Kutub, 1985), 29. Lihat 
juga Manna>‘ al-Qat{t{a>n, Maba>h{ith fi> ‘Ulu>m al-Qur’a>n (Beirut: Mu’assasah al-Risa>lah, 1994), 83-84. 
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superior (marju>h{) dan tidak paling benar (ghayr al-as{ah{).9 Menurut penulis, memilih 

pendapat seperti ini, dalam menggali kandungan hukum dari ayat-ayat al-Qur’a>n 

yang menggunakan teks umum, tidak akan menjadi solusi yang tepat, bahkan akan 

memunculkan perdebatan yang tak pernah kunjung selesai, karena secara 

epistemologis sudah dinilai lemah. 

Kekurangan al-Ashma>wi>, bisa dilihat lagi ketika ia memahami Surat al-

Ah{za>b/33: 53. Menurutnya,  berdasarkan sebab turun ayat ini, ketetapan hukum 

hi{ja>b hanya khusus untuk para isteri Nabi saw. saja, tidak untuk kaum wanita 

mukminah yang lain. Menurut penulis, pendapat seperti itu tidak tepat, karena 

dalam persoalan hukum shari‘ah, kaum wanita mukminah sama dengan para isteri 

Nabi saw.  Jadi, dalam hal ini, menurut penulis, al-Ashma>wi> terlalu terjebak pada 

sebab turun ayat yang seolah-olah merupakan ‘illat hukum, sehingga ketetapan 

hukumnya harus sesuai dengannya, akibatnya karakteristik hukumnya, menjadi 

temporal dan spesifik - tidak universal dan dinamis -  karena harus bergantung pada 

sebab turun ayat yang bercorak spesifik dan temporal. 

Menurut penulis, yang lebih tepat, ‘illat hukum ketetapan h{ija>b dalam ayat 

tersebut adalah   َّذلَِكُمْ أطَْهَرُ لِقلُوُبِكُمْ وَقلُوُبِهِن  (cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu 

dan hati mereka). Ini merupakan ‘illat yang bersifat umum yang menegaskan 

penetapan hukum h{ija>b berlaku umum, karena semua laki-laki dan perempuan 

kapanpun dan di manapun, pasti membutuhkan kesucian dan keterjagaan hati. 

9 Ibid., 85. 
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Dalam memahami surat al-Nu>r/24:31, al-Ashma>wi> juga terlalu sepotong-

sepotong, tidak komprehensif. Ia hanya terpaku pada firman Allah:  َّوَلْيضَْرِبْنَ بِخُمُرِهِن

 dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung mereka ke dada)  عَلىَ جُيوُبهِِنَّ 

mereka), tanpa memahami ayat yang sebelum dan sesudahnya, karenanya ia 

berkesimpulan bahwa ayat ini memerintahkan para wanita mukminah untuk 

mengulurkan kerudung mereka ke depan menutupi bagian dada sebagai ganti 

keterbukaannya, dan bukan bermaksud menetapkan pakaian dengan mode tertentu 

(h{ija>b). 

Menurut penulis, cara seperti ini akan melahirkan pemahaman yang sempit, 

karena kalimat-kalimat dalam ayat tersebut saling berhubungan dan saling 

melengkapi antara satu item dengan item lainnya.   Bila dilihat sebelumnya ada 

firman Allah:  َمَا ظَهَرَ مِنْهَا يبُْدِينَ زِينتَهَُنَّ إِلاَّ  وَلا  dan sesudahnya ada firman Allah:  َلاَ يبُْدِينَ و

لِبعُوُلتَِهِنَّ  زِينتَهَُنَّ إِلاَّ  , firman-firman ini merupakan pijakan ketetapan hukum memakai

h{ija>b. Jadi, makna ayat ini, jika dipahami secara global dan komprehensif adalah 

bahwa bagi kaum wanita mukminah yang sudah dewasa wajib menjaga pandangan 

dan kemaluannya dari hal-hal yang tidak halal, dan tidak menampakkan hiasannya 

kecuali yang biasa tampak (wajah dan kedua telapak tangan), kecuali pada 

suaminya, mahramnya, dan lain sebagainya. 

Masih berkaiatan dengan surat al-Nu>r/24: 31, al-Ashma>wi> menyatakan, 

mungkin juga ‘illat hukum dalam ayat di atas (al-Nu>r/24: 31) adalah melahirkan 

perbedaan antara wanita-wanita mukminah dengan wanita yang tidak mukminah 
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yang pada saat itu suka membuka dadanya. Perintah seperti ini menyerupai perintah 

yang terdapat dalam h{adi>th Nabi saw. tentang perintah mencukur kumis dan 

memanjangkan jenggot yang ditujukan kepada kaum lelaki. Perintah dalam h{adi>th 

ini mempunyai maksud atau tujuan hukum yang bersifat temporal, yaitu 

membedakan antara kaum pria mukmin dengan kaum pria yang bukan mukmin yang 

pada saat itu memanjangkan kumis dan memotong jenggot. Oleh karena itu, 

ketetapan hukum dari kedua perintah di atas adalah bersifat temporal, berkaitan 

dengan saat dikehendaki adanya pembedaan tersebut, bukan suatu ketetapan hukum 

yang abadi. 

Menurut penulis, al-Ashma>wi> terlalu berani menganalogikan al-Qur’a>n 

(dalam hal ini surat al-Nur/24: 31) dengan h{adi>th. Ini merupakan logika analogi 

(qiya>s) yang terbalik, sebab semestinya h{adi>th yang dianalogikan kepada al-Qur’a>n, 

karena al-Qur’a>n adalah h{ujjah pertama (al-as{l), dan h{adi>th adalah h{ujjah kedua (al-

far‘). Di samping itu, dalam kajian hukum Islam, makna h{adi>th harus direferensikan 

kepada al-Qur’a>n, bukan sebaliknya, karena apa yang dijelaskan oleh h{adi>th, pasti 

sudah dijelaskan oleh al-Qur’a>n baik secara global, maupun terperinci.10 

Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat al-Nah{l/16 ayat 89, dan surat al-

An‘a>m/6 ayat 38: 

لْناَ عَليَْكَ الْكِتاَبَ تِبْياَناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً وَبشُْرَى لِلْمُسْلِمِينَ   وَنزََّ

10 Muh{ammad al-Khud{a>ri>, Us{u>l al-Fiqh (Beirut: Da>r al-Fikr, 1981), 242. 
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“Dan Kami turunkan kepadamu al-Kitab (al-Qur’a>n) untuk menjelaskan 

segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang 

yang berserah diri.”11 

طْناَ فيِ الْكِتاَبِ مِنْ شَيْءٍ   مَا فرََّ

“Tiadalah Kami alpakan sesuatupun di dalam al-Kitab.”12 

Lebih lanjut, al-Ashma>wi> mengatakan bahwa ‘illat hukum dalam surat al-

Ah{za>b/33: 59 adalah membedakan antara wanita-wanita merdeka dan hamba sahaya. 

Pada saat ini ‘illat tersebut telah tiada, karena masa kini tidak ada lagi hamba-hamba 

sahaya, dan dengan demikian tidak ada lagi keharusan membedakan antara yang 

merdeka dengan yang berstatus hamba sahaya. Di samping itu, wanita-wanita 

mukminah tidak lagi keluar ke tempat terbuka untuk buang air dan tidak juga 

mereka diganggu oleh lelaki usil. Nah, akibat dari ketiadaan ‘illat hukum itu, maka 

ketetapan hukum jilba>b (h{ija>b) yang dimaksud menjadi batal dan tidak wajib 

diterapkan berdasar shari‘ah agama. 

Menurut penulis, apa yang dinyatakan al-Ashma>wi> sebagai ‘illat hukum 

adalah h}ikmah perintah memperhatikan ketertutupan dan kesopanan, yakni bahwa 

perintah menutup, bersikap sopan dan mengulurkan jilba>b mereka atas seluruh badan 

mereka (h{ija>b) menjadikan mereka lebih dekat serta lebih mudah dikenal dan 

dibedakan dari selain mereka, yaitu para wanita hamba sahaya. Oleh karena itu, 

11 CD Program al-Qur’a>n 
12 Ibid. 
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pembedaan tersebut tidak bisa dijadikan sebagai dasar batalnya hukum jilba>b (h{ija>b), 

lantaran pembedaan tersebut sudah tidak berlaku lagi. 

Mayoritas ulama’ membedakan antara h{ikmah dengan ‘illat. Menurut mereka 

banyak syarat yang harus dipenuhi untuk menamakan sesuatu sebagai ‘illat. Salah 

satu di antaranya, ia merupakan sesuatu yang jelas lagi dapat terukur dan yang atas 

dasar adanya, hukum ditetapkan, lalu sebaliknya atas dasar ketiadaannya, hukum 

menjadi tidak berlaku. Tetapi kalau sesuatu itu tidak dapat diukur, maka ia hanya 

dinamakan h}ikmah bukan ‘illat. Misalnya, dibolehkannya meng-qas{ar  s{alat 

(mempersingkat s{alat yang empat rakaat menjadi dua rakaat) bagi seorang musa>fir; 

h{ikmah-nya adalah meringankan serta memberi kemudahan. Keringanan dan 

kemudahan itu adalah sesuatu yang sifatnya tidak terukur dan atas dasar itu, ia tidak 

dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum atau membatalkannya. Yang jelas 

serta dapat terukur adalah safar (perjalanan), sehingga inilah yang menjadi ‘illat  dan 

dengan demikian, kalau ada perjalanan (yang jelas dan terukur jaraknya), maka 

meng-qas{ar s{alat menjadi boleh dan bila tidak ada perjalanan, maka meng-qasar  

s{alat tidak lagi dibenarkan.13 

Al-Ashma>wi> lebih jauh mengatakan bahwa ayat-ayat yang ditunjuk sebagai 

dalil kewajiban memakai h{ija>b atau jilba>b tidaklah mengandung ketetapan yang 

qat{‘i> (pasti) tentang keharusan bagi wanita mukminah untuk memakai pakaian 

tertentu secara mutlak dan sepanjang masa (permanen), karena adanya keragaman 

13 Abdul Wahha>b Khalla>f, ‘Ilm Us{ul al-Fiqh  (Kairo: Maktabah al-Da‘wah al-Isla>mi>yah, t.t.), 64-65. 
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dan pengulang-ulangan ayat, sebab  bila mengandung makna kepastian, tentu 

tidaklah dibutuhkan adanya penegasan tentang hukum itu untuk yang kedua kalinya 

pada ayat yang lain. Manusia penetap hukum saja tidak melakukan pengulangan atau 

sesuatu yang tidak berguna, apalagi Tuhan Penetap hukum yang Maha Agung.  

Menurut hemat penulis, logika al-Ashma>wi> ini, tidak sepenuhnya tepat. Al-

Qur’a>n bukanlah kitab hukum yang disusun sebagaimana kitab hukum ciptaan 

manusia. Al-Qur’a>n menganekaragamkan redaksi-redaksi tuntunannya sehingga 

ketetapan hukumnya tersusun dalam bahasa yang segar dan menyegarkan, tidak 

kaku sebagaimana kitab undang-undang ciptaan manusia. Di sisi lain, al-Qur’a>n 

yang berdialog langsung dengan masyarakat dan berfungsi sebagai kitab dakwah, 

tidak jarang mengulangi tuntunannya, karena boleh jadi di waktu pertama manusia 

belum menyambutnya dengan baik, atau ditujukan kepada pihak lain yang belum 

melaksanakannya secara sempurna. Itu sebabnya, berulang-ulang perintah al-Qur’a>n 

untuk melaksanakan s{alat, atau zakat dan lain-lain, kendati kesemuanya 

mengandung perintah yang sama, yakni kewajiban melaksanakan s{alat dan zakat. 

Kalau tidak demikian pemahamannya, maka bisa jadi s{alat dan zakat tidak wajib 

dilaksanakan, lantaran terjadi keanekaragaman (pengulang-ulangan) ayat yang 

menjelaskannya; dan ini menurut penulis sangat tidak benar. 

Dalam kaitannya dengan h{adi>th yang menjadi landasan h{ija>b, al-Ashma>wi> 

mengatakan bahwa h{adi>th tersebut adalah h{adi>th a>h{a>d yang hanya berfungsi sebagai 
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tuntunan, anjuran dan pendukung, bukan berfungsi menetapkan atau membatalkan 

suatu hukum shari‘ah. 

Pendapat ini, menurut penulis, tidak sepenuhnya benar juga. Memang benar 

h{adi>th a>h{a>d bersifat dugaan (z{an), tidak mengandung kepastian, seperti h{adi>th 

mutawa>tir, tetapi dugaan tersebut dikuatkan oleh keadilan, dan kesempurnaan d{a>bit{ 

dan obyektivitas para perawi, sehingga dugaan tersebut menjadi kuat, dan ini cukup 

untuk menjadi argumen kewajiban mengamalkan h{adi>th a>h{a>d sebagai dasar 

ketetapan hukum. Sebagai contoh, hakim boleh memutuskan suatu perkara 

berdasarkan kesaksian seorang saksi, karena persaksiannya dinilai mengandung 

dugaan yang kuat; mengetahui arah kiblat adalah syarat keabsahan s{alat, dan hal ini 

berdasarkan dugaan yang kuat, sudah cukup untuk menilai s{alat yang dilakukan 

sah.14  Kalau tidak demikian, alangkah banyaknya ketetapan-ketetapan hukum  yang 

selama ini kita jalani berdasarkan h{adi>th a>h{a>d menjadi sesuatu yang tidak penting 

kita lakukan lantaran dasarnya tidak dari sesuatu yang qat{‘i>.  

Di samping itu, pendapat al-Ashma>wi> berlawanan dengan ijma>‘ sahabat dan 

pendapat mayoritas ulama’. Para sahabat bersepakat mewajibkan penggunaan h{adi>th 

a>h{a>d sebagai dasar ketetapan hukum, dan karenanya mereka seringkali 

meninggalkan hasil ijtihad mereka, ketika ada sebuah h{adi>th meskipun meskipun 

14 Ibid.,  43. 
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a>h{a>d. Sahabat Umar ra. pernah menyatakan: “Seandainya aku tidak mendengar ini 

(h{adi>th a>h{a>d), niscaya putusanku akan berlawanan dengan ini (h{adi>th a>h{a>d).”15 

15 al-Khud{ari>, Us{u>l, 240. 




